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Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan
kegiatan penatausahaan keuangan bagr satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten pamekasan utamanya
tentang pelaksanaan DPA-L, pergeseran anggaran, belanja hibah,
belanja keadaan darurat, pelaksanaan anggaran belanja daerah dan
bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44
Tahun 2ol3 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi satuan
Keda Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan Tahun Anggaran 2014;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2ACf, ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201,1 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20t4 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20a9;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20fi;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O10,sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun
2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20AT;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2AOg,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2Afi;

Mengingat



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2}lt
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2OI2;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2AA;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 200s,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor l Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2Ol3;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
20L8, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2Ot4;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2AJ3;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 38 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2015,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSI(AN:

PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHMN KEUANGAN BAGI SATUAN KER.IA
PEMNGKAT DAEMH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44
Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor 38 Tahun 2014, untuk keempat kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19
(1) Pekerjaan yang dapat diajukan dalam bentuk DPA-L harus

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. pekerjaan yang telah ada perjanjian kontrak pada tahun
anggaran berkenaan, terdiri dari;
1) Kegiatan fisik yang mengalami keterlambatan

pekerjaan sehingga melampaui tanggal 31 desember
tahun berkenaan, tetapi penyedia barang masih
sanggup menyelesaikan pekerj aannya sampai dengan
masa pengenaan denda paling banyak Sa/o (lima
persen) atau 50 (lima puluh) hari kalender terhitung
mulai tanggal akhir kontrak;

21.
22.

24.
25.

23.

26.

Menetapkan



2l Retensi/jaminan pemeliharaan 5% (lima persen) atas
kegiatan yang fisiknya pada tanggal 31 desember
tahun berkenaan telah selesai 100% (seratus persen),
namun pihak penyedia barang tidak mengambil
jaminan pemeliharaan ;

3) Kegiatan non fisik yang masa pelaksanaannya
melampaui tanggal 31 desember tahun berkenaan
seperti penyusunan APBD dan lain lain ; dan

4l Pengadaan tanah yang masih dalam proses.
b. keterlambatan penyelesaian pekedaan yang diakibatkan

bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran/pengguna
Barang atau rekanan, narnun akibat dari force major,
keadaan kahar, yakni :

1) Keadaan l(ahar meliputi bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial, pemogokan massal,
kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya
sebagaimana dinyatakan melalui
keputusan / pernyataan instansi teknis terkait;

2) Keadaan non kahar meliputi perubahan desain
karena faktor yang tidak dapat diperkirakan
sebelumny a (unforeseen conditions factors).

(21 Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan
didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh
PPKD menjadi DPAL-SKPD Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, Kepala SKPD menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
maupun keuangan kepada PPKD paling lama pertengahan
bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

(41 Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD disahkan setelah terlebih
dahulu dilakukan pengujian terhadap hal sebagai berikut:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD danlatau

belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang
bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
c. SP2D yang belum diuangkan.

(5) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian
pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 20
(1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antara lain :

a. belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
kegiatan tanggap darurat sehingga perlu penambahan
melalui penjadwal ulangan capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan dan/atau, memanfaatkan uang kas yang
tersedia baik yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun
lalu maupun sisa lebih tahun anggaran berjalan; dan

b. belanja dalam keadaan mendesak.
(2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar Unit Organisasi,

antar program/kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja.



Pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar
Program/Kegiatan, dan antar jenis belanja dalam kegiatan
dilakukan dengan persetujuan / rekomendasi DPRD.
Pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis belanja
dilaksanakan dengan persetujuan bupati.

(5) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dilaksanakan
dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

(6) Pergeseran anggaran detail rincian obyek belanja
dilaksanakan dengan persetujuan ppKD.

(71 Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran ApBD/perubahan APBD,
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD.

(8) Apabila pergeseran terjadi setelah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD ditetapkan, maka pergeseran anggaran tetap
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dimasukkan dalam rancangan peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD.

(9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8) sebagai dasar menerbitkan DPA/DPPA-SKPD.

(10) Tata cara pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

a. SKPD yang akan melakukan pergeseran anggaran
mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati, mengetahui
Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk memohon
persetujuan. tersebut sedikitnya memuat dasar hukum
atau alasan dilakukannya pergeseran anggaran dengan
dilampiri Rencana Kerja dan Anggaran (RI(A) kegiatan
yang akan dilakukan pergeseran;

b. khusus pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) maka Telaahan Staf yang telah disetujui
Bupati diserahkan kepada PPKD untuk dijadikan dasar
pengajuan persetujuan/rekomendasi DPRD;

c. atas dasar persetujuan Pejabat yang berwenang baik
DPRD, Bupati, Sekda dan PPKD sesuai kewenangan
masing-masing, PPKD menyusun Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan

d. berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf (c) PPKD mengesahkan DPA dan SPD
kegiatan SKPD yang dilakukan pergeseran.

(11) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin
dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, supaya
dihindari penganggarannya dalam Perubahan APBD dan dapat
dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 39 setelah ayat (4) ditambahkan I (satu) ayat yakni
ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Hibah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD pada

kelompok belanja tidak langsung yang disalurkan melalui
transfer kepada penerima hibah, dengan nilai diatas
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3)

(4t

4



4.

(3) Hibah dalam bentuk barang meliputi :

a. barang yang telah tercatat atau terbeli pada pada tahun-
tahun sebelumnya; dan

b. barang yang memang diadakan untuk dihibahkan.
(4) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dianggarkan dalam bentuk program/kegiatan
SKPD pada kelompok belanja langsung pada jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja bahan habis pakai, rincian
obyek belanja hibah barang dan atau barang yang akan
diberikan kepada masyarakat atau /pihak ketiga.

(5) Pada Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b pengadaan barangnya dapat
dilaksanakan dengan:
a. penyedia barang; atau
b. swakelola oleh kelompok masyarakat.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40
(1) Tata cara pemberian dan penyaluran belanja Hibah dalam

bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
adalah sebagai berikut :

a. Bupati menunjuk Kepala SKPD/Unit Kerja terkait
sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk Uang ;

b. SKPD/Unit Kerja Pengguna Anggaran Hibah dan
Bantuan Sosial menampung, melakukan seleksi
administrasi, dan memverilikasi usulan permohonan
hibah yang diajukan organisasi llembagal kelompok
masyarak at I anggota masyarakat ;

c. Hasil verifikasi SKPD/unit kerja Pengguna Anggaran
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui
TAPD ;

d. TAPD memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf c sesuai prioritas dan kemampuan keuangan
daerah ;

e. SKPD/Unit Ke{a mengajukan surat permohonan
pencairan (SPP-LS) Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam
bentuk uang kepada PPKD dilengkapi dengan :

1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

2l Surat permohonan hibah dari organisasi/ lembaga/
kelompok masyarakat/ anggota masyarakat;

3) Daftar rencana penggunaan dana;
4l Pakta Integritas dari penerima hibah yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah
dan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang
diterima; dan

5) Rekening Bank Lembagaforganisasi/Pokmas bagi
hibah dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

f. Berdasarkan SPP-LS dari SKPD, Bendahara Pengeluaran
Hibah, Bantuan Sosial dan BTT membuatkan SPM dan
PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D.

(21 Tata cara pemberian dan penyaluran belanja Hibah dalam
bentuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)

huruf a yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penyedia
barang adalah sebagai berikut :



5.

a. SKPD menetapkan nama penerima hibah barang dengan
keputusan bupati;

b. berdasarkan DPA, SKPD melaksanakan pengadaan
dengan berpedoman pada ketentuan di bidang
pen gadaan baran g/j asa.

c. SKPD selaku pengguna barang menyerahkan barang
yang sudah diadakan kepada penerima hibah.

d. penyerahan hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah dan berita acara serah terima, yang
memuat diantaranya identitas penerima, jenis dan
jumlah barang yang dihibahkan, nilai/harga, hak dan
kewajiban, maksud dan tujuan pemberian hibah, serta
tatacara penyaluran /penyerahan hibah.

(3) Tata cara pemberian dan penyaluran belanja Hibah dalam
bentuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
huruf b, yang pengadaan barangnya dilakukan dengan cara
Swakelola oleh kelompok masyarakat, sebagai berikut :

a. SKPD menetapkan nama kelompok masyarakat yang
akan melaksanakan kegiatan swakelola dan sekaligus
sebagai Penerima Hibah dengan Keputusan Bupati;

b. SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melaksanakan pedanjian dengan kelompok
masyarakat untuk mengadakan barang secara swakelola;

c. kelompok masyarakat yang telah menyelesaikan
pekerjaan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melakukan penilaian atas penyerahan hasil pekerjaan
oleh kelompok masyarakat;

e. berdasarkan penilaian hasil pekerjaan, tim penerima
hasil pekerjaan menerima pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;

f. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menghibahkan
Barang yang diterimanya kepada kelompok masyarakat
untuk dimanfaatkan dan dilakukan perawatan; dan

g. penyerahan hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah dan berita acara serah terima, yang
memuat diantaranya identitas penerima, jenis dan
jumlah hibah, nilai/harga barang yang dihibahkan, hak
dan kewajiban, maksud dan tujuan pemberian hibah,
tatacara penyaluran/penyerahan hibah.

Ketentuan Pasal41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41
(1) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditetapkan

sebagai berikut:
a. hibah dalam bentuk uoflg, ditandatangani oleh Bupati

dan atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah;
b. hibah dalam bentuk barang dengan ketentuan sebagai

berikut:



6.

1) hibah barang selain tanah dan bangunan yang
sudah dibeli dan tercatat pada tahun-tahun
sebelumnya selain tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf a ditandatangani oleh Pengguna Barang dan
Penerima Hibah setelah mendapat persetujuan
Pengelola Barang / Pembantu Pengelola Barang /
PPKD ;

2) hibah dalam bentuk barang selain tanah dan
bangunan yang pengadaannya pada tahun
anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf b ditandatangani oleh
Pengguna Barang dan Penerima Hibah.

12) Penandatanganan berita acara serah terima hibah barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Penerima Hibah.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42
(1) Pertanggungjawaban belanja Hibah dalam bentuk uang

dipertanggungiawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk
kuitansi tanda terima uang, laporan realisasi penggunaan
dana dilampiri bukti yang sah sesuai dengan Naskah
Pedanjian Hibah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta bukti visual berupa foto pelaksanaan
kegiatan.

(21 Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah.

(3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf a, dipertanggungjawabkan oleh
penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang
dimana pemanfaatannya harus sesuai dengan naskah
perjanjian .

(41 Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf b, dipertanggungjawabkan pada saat
pengadaan barang atau melekat pada kegiatan.

(5) Belanja hibah kepada Pemerintah, dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun.

Ketentuan Pasal48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9
BETAJTJA I(EADAAIT DARURAT

Pasal 48
(1) Belanja Tak Terduga digunakan untuk pendanaan keadaan

darurat berupa:
a. Kegiatan Tanggap darurat Bencana berupa :

1. Tanggap darurat bencana alam, yaitu bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain
Gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

2. Tanggap darurat bencana nonalam yaitu bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa nonalam antara lain gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kelaparan,
kebakaran, gagal panen akibat serangan hama; dan

7.



b.

3. Tanggap darurat bencana sosial yaitu bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas, dan teror.

Belanja untuk Keperluan Mendesak :

a) Program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan, yaitu :

a) Kegiatan pasca bencana yang meliputi
kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Rehabilitasi berupa perbaikan
lingkungan daerah bencana, perbaikan
prasarana dan sarana umum, pemberian
bantuan perbaikan rumah masyarakat,
pemulihan sosial psikologis, pelayanan
kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi
konflik, pemulihan sosial ekonomi
budaya, pemulihan keamanan dan
ketertiban, pemulihan fungsi
pemerintahan dan pemulihan fungsi
pelayanan publik; dan

2l Kegiatan Rekontruksi berupa
pembangunan kembali prasarana dan
sarana, pembangunan kembali sarana
sosial masyarakat, pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat, penerapan rancang bangun
yang tepat dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana,
peningkatan kondisi sosial, ekonomi,
budaya, dan peningkatan pelayanan
publik.

b) Kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat
yang harus segera dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan tugas
pembantuan, maupun dalam bentuk
penyediaan Dana Daerah untuk Urusan
Bersama.

c) Kebijakan Strategis dari Pemerintah Provinsi
yang harus segera dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan tugas
pembantuan, pelaksanaan bantuan keuangan
Provinsi, maupun dalam bentuk penyediaan
Dana Daerah untuk Urusan Bersama.

d) Program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCT,
DBH-DR, DAK, Dana BOS, DID, Dana Darurat
dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya, namun anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

2. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi:
a) Kegiatan DPA-L yang sudah jelas

peruntukannya yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan



(2)

b) Revisi DPA atas kegiatan yang harus segera
dilaksanakan akan tetapi akun rekening yang
tercantum dalam DPA belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun sebelumnya, meliputi :

1. Pengembalian atas kesalahan tranfer dana bagr
hasil hak kabupaten lain ke Rekening kasda; dan

2. Pengembalian kelebihan pembayaran
pajak/retribusi oleh wajib pajak.

Belanja Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air
bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan
dan pembuatan tempat penampungan/hunian sementara,
serta penyelesaian konflik menonjol yang berlatar belakang
permasalahan yang berkaitan dengan Poleksosbud SARA,
sengketa batas wilayah dan distribusi SDA yang mengganggu
jalannya fungsi pemerintahan.
Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada akun Belanja Tidak Terduga.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara;
a. menggunakan dana dari hasil penjadwal ulangan capaian

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan /atau,

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia baik yang berasal
dari sisa lebih anggaran tahun lalu maupun sisa lebih
tahun anggaran berjalan.

Belanja Darurat untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d didanai dari :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwal ulangan capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan;

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia baik yang berasal
dari sisa lebih anggaran tahun lalu maupun sisa lebih
tahun anggaran berjalan; dan /atau

c. menggunakan dana dari pemberi tugas pembantuan.
(6) Tata eara Pelaksanaan, Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban :

a. Belanja untuk tanggap darurat bencana alam, bencana
nonalam dan bencana sosial, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

1) laporan kejadiaan bencana disampaikan oleh
Kades/Lurahf Camat/SKPD kepada Bupati ;

2l Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menerbitkan Keputusan Bupati tentang pernyataan
keadaan tanggap darurat bencana;

3) berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana
oleh Bupati, Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah mengajukan Telaahan Staf tentang
tanggap darurat bencana alam/sosial kepada
Bupati dengan dilampiri :

a) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) ;

b) laporan dari Kades / Lurah I Carrat / Kepala
SKPD ; dan

c) foto peristiwa Bencana.

(3)

(4)
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4l berdasarkan persetujuan Bupati atas Telaahan Staf
sebagaimana dimaksud pada angka (3) Kepala
mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana
(SPPD) kepada PPKD;

5) PPKD selaku BUD menerbitkan Surat perintah
Pencairan Dana (SP2D) kegiatan tanggap darurat
bencana yang dibebankan pada Akun Belanja Tidak
Terduga ke rekening kas Bendahara pengeluaran
Pembantu belanja tanggap darurat Bencana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau ke
Rekening Pihak Ketiga sesuai Surat Permohonan
Pencairan Dana (SPPD) dari BPBD;

6) Penggunaan dana tanggap darurat dicatat dalam
BKU tersendiri oleh Bendahara pengeluaran
Pembantu belanja tanggap darurat bencana;

7l Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap
darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana
tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan kepada Bupati melalui PPKD ; dan

8) laporan dan pertanggungjawaban administrasi dan
keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Belanja Darurat untuk keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dilaksanakan dengan cara pergeseran anggaran
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (11).

(71 Belanja untuk Pengembalian kelebihan Penerimaan tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibebankan pada akun Belanja Tidak Terduga.

(8) Tata cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Pengembalian kelebihan Penerimaan
tahun anggaran sebelumnya, sebagai berikut :

a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/SKPD/wajib pajak,
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setor
dengan dilampiri bukti pendukung yang sah kepada
PPKD.

b. PPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan dan
bukti yang diajukan Pemerintah/Pemerintah
Daerah/ SKPD /wajib pajak.

c. apabila diperlukan PPKD dapat meminta bantuan
Inspektorat untuk melakukan audit terhadap adanya
kelebihan setoran tersebut.

d. berdasarkan hasil verifikasi/pemeriksaan inspektorat,
PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D. pengembalian
kelebihan penerimaan kepada yang berhak.

8. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf I Pasal 63 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63
(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak

dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(21 Jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam Peraturan
Daerah tentang APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap
pengeluaran.
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(3) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD
tidak mencukupi, Bupati dapat melakukan pelampauan batas
anggaran mendahului Perubahan APBD atau setelah
Perubahan APBD untuk :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang telah jatuh tempo ;

b. membayar Kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat
adanya kebijakan pemerintah ; dan

c. membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang apabila
tidak dibayarkan atau ditunda pembayarannya, maka
pemerintah daerah akan dikenakan denda atau sanksi
berupa pemutusan, pemadaman yang akan
mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada
masyarakat, kewajiban tersebut diantaranya
pembayaran rekening listrik, air dan telepon.

(41 Pelampauan batas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang terjadi setelah penetapan Perda APBD dimasukkan
dalam Perubahan APBD.

(5) Pelampauan batas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang terjadi setelah penetapan Perda Perubahan APBD
dimasukkan dalam Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (21diubah sehingga Pasal 67
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67
(1) Pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas hak dan bukti-

bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(21 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan

pengesahan dari pejabat yang berwenang sekaligus bertanggung
jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.

(3) Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak
penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan untuk pembayaran
sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Bukti asli pembayaran merupakan arsip dan disimpan oleh
Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penandatangan SPM.

(5) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas
kebenaran materiil bukti dimaksud.

(6) Bukti pertanggungjawaban belanja modal dengan nilai s/d
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah :

(1) nota Pembayaran dan Kuitansi;
(21 sPP;
(3) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan penerimaan barang

oleh pejabat penerima hasil pekerjaan dan pengurus
barang; dan

(4) foto dokumentasi.
Diantara Paragraf 8 dan Paragraf 9 disisipkan 1 (satu) Paragraf
yakni Paragraf 8a dan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 478
yang berbunyi sebagai berikut :

10.
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Paragraf 8a
BAGI HASIL PA",AK DAN RETRIBUSI DARI PEMERIITTAH

I(ABUPATEN KEPADA PEMERIITTAII DESA
Pasal 47A

(1) Hasil pajak dan retribusi yang diterima pemerintah kabupaten
sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada pemerintah
desa.

(21 Besaran bagt hasil pajak dan retribusi daerah yang
dibagihasilkan kepada pemerintah desa memperhatikan biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak dan retribusi
tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila selisih antara perolehan pajak/Retribusi daerah
dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak
dan retribusi tersebut lebih besar dari 10% (sepuluh persen)
dari perolehan pajak dan retribusi maka Dana Bagi Hasil
yang diberikan sebesar 100/o (sepuluh persen) x Perolehan
pajak; atau

b. apabila selisih antara perolehan pajak/Retribusi daerah
dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak
dan retribusi tersebut lebih kecil dari 10% (sepuluh persen)
dari perolehan pajak dan retribusi maka Dana Bagi Hasil
yang diberikan sebesar selisih tersebut.

(3) Hasil penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21diberikan dengan proporsi sebagi berikut :

a. 600/o (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh desa; dan

b. 40o/o (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
berdasarkan penerimaan PBB desa masing-masing.

(4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 478
Hasil pajak dan retribusi diberikan kepada desa dengan
memperhitungkan kewajiban yang menjadi beban dari pajak dan
retribusi yang berkenaan yaitu :

a. pajak penerangan jalan, diberikan setelah dikurangi belanja
untuk pembayaran rekening listrik PJU kepada PLN ;

b. pajak bumi dan bangunan, diberikan setelah dikurangi upah
pungut;

c. retribusi parkir berlangganan diberikan setelah dikurangi dana
bagi hasil pengelolaan parkir berlangganan, yaitu :

1. 13% (tiga belas persen) untuk pemprov; dan
2. 5% (lima persen) untuk Polres;

d. dana BPJS bidang kesehatan non kapitasi; dan
e. operasional Ralita FM.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sejak tanggal 2 Januafi2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Desember 2Ol4

BUPATI PAJIIEKASAil,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAEMII
IilBUPATEN PA}IEKASAIT,

q.-- '
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